
l. Undang-Undang Nomor 17 .Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik.Indonesia Nomor 4286}; 

Mengingat 

a. bahwa. berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri. Nornor l 3 iahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur tentang 
program anggaran dan sehubungan dengan pengaturan 
Kode Klasifikasi Fungsi, Urusan, Program Kegiatan, 
Bagan Akun Standar Laporan Realisasi Anggaran,. 
Bagan Akun Standar .Laporan Operasiohal dan neraca 
telah diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 
Tahun 2014 beserta perubahannya, maka Peraturan 
Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 perlu diubah 
untuk disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perubahan ketiga atas 
Peraturan Bupati: Cirebon Nomor 3.2 Tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pemerintah, Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan 
dengan Peraturan B upati. 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIG4 ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 
TABUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
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BERITA DAERAH KABUPATEN ClREBON 
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• 

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
'l'ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. LJndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5.587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Ondang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Peogelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

• 

Negara (Lembaran Negara Perbendaharaan 
..... e .... ~ ......... ·o -----o 



Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Negara Lernbaran Namer 11(}, Tambahan 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2007 Nornor 83, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem.Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberlan dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

• 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenfang Laporan 
Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Neg.ara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tam~an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4614); 

10. Peraruran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

9. 

. 
Lembaran Negara R-epublik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 rentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan • 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran N'egara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor S6 Tahun 2005 terrtang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)i 

' 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pernerintah Daerah (Serita Negara 
Republiklndonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 19 Tahun 20J6 
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 
Tahun 2007 tencang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Cirebon (Lcmba.ran Daerah 
Kabupaten. Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6); 

serta Bendahara Laporan Pertanggungjawaban 
Penyampaiannya; • 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang' Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta.ng 
Pedornan Pengelolaan .:Keuangan Daerah (Belita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Ca,tj:l Penatausahaan dan Penyusunan 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nornor 92); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 5740); 

16. Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); • 

' • , 



.Pasal r 
1. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah dengan ketentuan. 

sebagai berikut: 
a. Ketentuan Lampiran I.1. Kode Furrgsi, Urusan, 

Program, Kegiatan dicabut; 
b. Ketentuan Lampiran t..2. Bagan Akun Standar 

Laporan Realisasi Anggaran dicabut; 
c. Ketenruan Lampiran 1.3. Bagan Akun Standar 

Laporan Operasiorial dan neraca dicabut; 
d. Ditambahkan l(satu) Lampiran baruyaitu Lampirsn 1.5. 

Ketentuan Lain sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan ini. 

PERtJBAHAN KETIGAATAS PERATORAN BOPATI CIREBON 

NOMOR 32 TAJ:IUN 2014 ·TEJ'lTAN.G SISTEM DAN 

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN ClREBON 

MEMUTUSKAN 

23. Peraturan Bupati Cireborr Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Serita Daerah 
Kabupaten Cirebon. Tahun 2014 Nornor 32, Seri E) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Cirebon Nornor 78 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cireboh Nomor 32 
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan, 
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebori 
(Betita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun ·2017 
Nomor 78, Seri E.72). 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nornor 12 
Tahun 2'016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, S.erl D.7); 

Menetapkan 

• 

• 

•', 



t RAHMAT SUTRISNO 

BERITA DAERAH l<ABUPATEN CfREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI 

___ ___, _ 
<: ·7 · 

Diundangkan di Sumber 

• pada tanggal 31 .tp.nl 2.113 

SEKRETARfS DAERAH KABUPATEN CIREBON} 

SELLY ANDRIANY OANTINA 

TTD 

Pit. BUPATI CIREBON 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 25 April 2018 

:penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon . • 
dengan. ini Bupati Peraturan -pengundangan 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 11 

2. Kctentuan PasaJ 4 huruf b diubah dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
b. Lampiran Ketcntuan Lain diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.5 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

• . ' 



BERTTA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR SER1 

RAHMAT SUTRISNO 

---~-- .......... < ·, . 

Diundangkan di Sumber 
• pada tanggal 3J ,¢1 2.013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CTREBON 

SELLY ANDRI.ANY GANTlNA 

TTD 

Pit. BUPATI CIREBON 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Sumber 

pada tanggal 25 April 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Cirebon, • 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal n 

2. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
b. Lampiran Ketentuan Lain diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IJ.5 yang 

rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

' 


